BUPAT! BULELENG
PROVINS! BALI

PERATURAN BEUPATI BULELENG
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENEGARKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

DI LINGRUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

P -

BUPATI BULELENG,

bahwa dalam rangkn mewujudkan Apsramr Bipil Negars
yang handul, profesional diun bermora) sebagat penyelenggarn
Pemerintahiin Daersh yvang  menerapkan  prinsip
kepemerititian  yang  haik  (good  governanéy), periu
melaksannkan penegmkan disiplin Aparatur Sipil Negara;
babwn dengan diundangkannys Peraturan Pemesintah Nomor
94 Tahun 2021 teoteny Disiplin Pepawai Negeri Sipil dan
untuk menjamin erpelibornnya e tertib dalam kelancaran
pelaksanann tugas, Apamtur Sipil Negara wajib memmtuhi
ketenitunh mengenanl Dlaiplin Pegawill Negeri Sipll;

balwa berdusarisr pertimbangoen sebagaimany  dimaksud
dalam hurufl a dan humf b, perly menctmpken Persturan
Bupatl tentang Tatn Cara Penegakan Disiplin Aparatier Sipil
Negara dl Linglungsn Pemerinteh Dacraby,

Pasal 18 ayat B Undang-Undang Daser Negarm Repubiik
Indeneants Tabun 1945;

UndirigUndang Nomor &9 Tihun 1958  [emang
Pembentuknn  Deernbi-dacrah Timgkat 1 Daelam Wilayah
Docrah-daerah Tingrat | Bali, Nusa Tenggars Barul duan Nusa
Tenpenm Timur [Lembeiran Negara Republik indonéxin Tahun
15858 Nomor 122, Teambabun Lembuaran Negores Repubhk

Indonesin Hnmm' 1635);



3. Undang-Ubdang Nomaor 5 tahiun 2014 lenilang Aparatur Sipil
Regara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomot 6, Tumbaban Lembaran Negars Ropublik Indoriesia
Namor 8494}

4. Undang-Undang Nomior 12 ‘Tahun 2011 cenuang
Pembentukan Peraturan Perunding-tndangsn (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2011  Nomor 82,
Tamlibhan Lembaran Negara Republik Indonesin Nemor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Uniang-Undang.
Nomar |5 Tahun 2019 rentang Perubahan Atns Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2001 teniang  Pembencukan
Peraturan, Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun Eﬁl:‘-‘l. Nomor 183, Tambakarn Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6358);

5. Undung-Undang  Noor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintunhan Daeral {Lembasin Negina Republik Indonesin
Tahun 20719 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negira
Republik Indonesin Noamor S58%) sehngnimana telnh diubal
beberapa kall terakhic dengan Undang-Undang Nomor 1)
Tahun 2020 tentang Cipm Kerja [Lembarin Negira Repubitil
Indonesin Tahun 2020 Nomor 245, Tambahon Lembaran
Negatn Republik Indonesis Nomor 6573);

6. Peraturan  Pemnerintah Nomor 1) Tehiun 2017 tentang
Manajemen Pegawal Negent Siml (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor f3, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indobesia Nomor 6037) sebagaimana telah
ciubaky dengan Peraturnn Pemerintah Nemar 17 Tehun 2020
tentang Menajemen Pegawni Negen Sipil (Lembaran Nemiara
Republllk Tnlodesis Tahun 2020 Nomsr 68, Tamblsahian
lembaran Negara Repuliik Indenesia Nomor 6477);

7, Peraruran Pemernntah Nomor 94 Trhun 2021 wenmng Disiplin
Pegawsi Negeri Sipil {Lembaman Negars Republik Indonesia
Tahun 2021 Romor 202, Tambahan Lembsiran  Negam
Republik Indonesin Numor 6718):



8. Ferativan Menter) Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015
tentang: Pembentukan Produk Hukum Userah (Berita Nesarn
Republllk Indonesin Tabun 2015 Nomor 2036] nebugaimang
telnh divubah dengan Perturn Manten Datam Negen Nemaor
120 Tahun 2018 tentang Perubshin Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tehun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hulum Daeraly {Berita Negies Repuiblik Indonesis
Tahun 2018 Nowet 157,

MEMUTUSKAN:

Mems Ll ¢ PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENEGAKAN

DISIFLIN PEGAWAI APARATUR SIPIl, NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.

gan |
KETENTUAN UMUM

Paxal 1

Dalam Peraturan Bupatl inl vanyg dimaksud dergan -

Do e

10.

1},

Dagrah adalah Kabupaten Bulsleng.
Femerintah Daerah adalah Pemerintah Kabuparen Buleleng,
Bupati adalnb Bupatl Buleleng
Sekretanin Daerah adalnh Sokretaria Dacruh Kabupaten Buleleng
Inspextur adalah inspektur Kabupaten Buleleng.
Pegawal Aparatur Sipil Negama vang selanjutnym disebut Pegawai ASN adalah
Poguwal Negeri Sipil dan Peghivl Pemeiintal Deagin Pedunjian Kesa di
fingkungan Pemerintah Daerah,
Pegawal Negeri Sipil yang selamjutnys disinghar PNS adalah Pegawai Negeni Sipil
dan Calon Pegnwil Negeri Sipll vang hekeda di Engloungan Pemerintah Dperah,
Dimiplin. Pegawal  ASN adilih kesanggupan Pegawili ASN untul  menaat
kewajibam dan menghindari lamngan sesuat dengmn Peraturan Perundang
undangan.
Midsiihe Keria adiiol Weaitaint) poelcunadoan tugas batk dl daliem manpuen di lusr
knntor
Pelangsaran Disiplin adalah setiap ueapan, tulissn, stey perbuaran Pegawal
ASN vang tdnk menantt loewsjiban  duri fiitag malanggar lnrmmgan Ketentian
disiplin Pegawnl ASN, baik yvang dilakukan di dadar maapun di luar jim kesa
Hulkuman aiplin adaleh hukuman sung dijatuhkan kepada Prgawai ASN
karena meinnggar Peraruran Disiplin.

q.



id.

13

14,

15.

16.

17,

iB.

9.

Upayi Administratil adalah prosedur vy dapal ditempuh oleh Pegaval ASN
yang tidak puax terhadap Hulkuman Disiplin yang dijarubian kepadariyn berupa
keberatan atau banding sdministratif,

Keberatan sdnlnh upsya administratif yang dipat ditempih oleh Pegawni ASN
Yang ridak puas rerhadap Hukuman Rislplin vang difatuhikan oleh Prjabar Yang
Berwenang Menghukum kepadn atasan Pejubat Yang Berweruang Menghukum,
Banding Administratil sdalih Upava Administratit yung dapat ditempuh oleh
Pegawal  ASN  vang thlall  paes  teihadap  Hukiunsn Maipln  berupa
pemberhentian dengan  hormar ddak  Gtns permintaan  sendin | atay
pemberhentian tidak dengan hormar sebagami PN vang dijmiuhian oleh Pejabar
Yang Berwenntg Menghuleuin, kepada Bardan Fertimbangan Kepegnwainn

Tim Pemerikes adalah  tim vang dibentull oleh pejaba: yang bewenang
membentuk  Tim Pemenksa dengan  surmt  periritah uritulh  melakuken
pemenksaan terhsdap PNS yeng diduga melakukan Pelangsaran Disiplin dengan
Alcaian Hokuman Diséplin tinghan ssdlig dan /sty berat

Proses Penjaruihan Hukuman Disiplin adalsh rangknian kegintan mulal dar
pemanggitan  wampai  dengan  Keputysan fergatuhan Huluman Disiplin
clitetapion,

Badan Pertimbangan Kepegnwainn sang selanjutnyin disebur BAPEE adalah
lembaga yang menangani Banding Administratl sengkets kepepawaian ndulih
sebagal akibat Pelanggusn Disipling

Pejelint Pembifin Kepeghwaian adalal peialal yaig mempunyal Kewenangpn
menetapkan penganghain, pemindahan, dan permberbentinn Pegnwal ASN dan
pembinaan mannjemen ASBN di Dasmh sesual dengnn ketentunn Persturan
Perundang-undangan

Pojubat Yang Berwenanyg Menjghubon wdalah pejalwil yang diberl wewenang
menjatuhban Hukuman  Digplin  kepada  Pegawal ASN vang  wislakukan
Pelanggaran Disiplin.

Alasan Langaung adalih pejabat avssan darl Pegawai ASN yang diperiknn.

Fansal 2

Tujuan ditetspkennya Persturan Bupsti ini sebpgai pedomun dalam menegakkan:
Criniplin Pegaval ASN dengatt Deévorfentasl pada péninghatan Kinesih dad pelayistsns
sepuda musyurnkot serte untak mencipidon kessmann tndak dan arab dilim
maenegakkian Dimiplin sesual dengan ketenturn Peraturan Perundungundnngan.



BAB 11
RUANG LINGRUP

Pasal 3

Runng linghup Peraturan Bupat i melipai)!

TE oMM R o

kewsajiban dan larangan Pegawni ASN:

Jertin Hukwman Disiphing

pemanggilan Pegnivai ASN;

pemenksann Pegawal ASN,

berita scare pemeriksaan dan laporan hasil prmeriksaan;

penctapan keputussn penjatuhan Hukuman Disipling

upaya sdministmif

pemberiakuan  dan  pendoliumentasian  keputusan penjatuhan  Hukuman
Disipin; dan

pembatasan bak kepegawainn.

ELA 111
HEWAJIBAN DAN LARANGAN

HBagian Kesatu
Kewnjiluan,

Pt} 4

Setiap Pegawai ASN wajih:

i

| =

setia dan tant sepenuhnya kepasds Pancasils, Undang-Undang Dasar Negam

Republik Indonmsin. Tahun 1945, Negitrn  Kesahien' Republik indonesia, dan
Pernerintah, |

menijeen persatuan dan kesstuan bangsa;

melaksanakan  keblakan yung ditetaplean  aleh pejabat pemerintah  yang
berwennng

menaati ketentuan Permtumn Penindang-undangan;

melaksannkan tugas kedinesan dengan  penuh  pengabdian, kejujumn,
leensidaran, dan tanggung jnwinli;

memurnjukian integricas dan ketelndanan dalam sikap,. perilaku, ueapan, dan
tindakan kepada setiap orang. bailk di didam maupun di lusr kedinasan:
menyvunpan rakasis jabatan dian Hanve dapat mengemukaken rahasis jabatan
senval dengan kelentuan Paraturan Perundang-undangan:

bersedia ditempatian di selurul wilsyah Dierah;

menghadini dan mengucapkan sumpah Ganji Fegawal ASN;

menghadiny dan menguoapknn sumpaiy/ fanil [abatan:

mengutamnkan kepentingsn Daerah daripuda kepentingan sendin, sessorang.
fan /utmu gnlongan:

iy



melaporinn dengan wegora lepada atusilinys apalila mengetuhul ada hal yang

dapat membahavaken keamanan Daerab atay mertigiknn keuangan Daerah;
melaporkan hana kekayaan kepada prisbme vang berwenang sesl derignn
hetentuan Peratiicsn Peruddang:gndangn,

masuk kene dan menanti ketentuan jam lerja,

menggunakan dan memelihara bamng-barang milik Dasrah dengan sebaik-
Dailernya,

memberikan kesempatan kpuila Bawilian untuk mengembangkan Kompetenni;
dinn

meriolak segaln bentuk pemberian vang berkmitan dengun tugas dan fungsi
kecunli penghnnilan sesuni dengan ketentunn Peraturan Perundang-undangan,

Hagian Kedua
Larangan

Baeal §

Setiap Pegawal ASN dilarang:

a.
b.

= Frr-re

E

mensalahgunakan wewenang

mienjadi perantara untuk mandapatksn keuntungan pribad: dan/atau orang lain
dengan menggunakan kewenangan ornng lain yang didugs terjadi konflik
kepentingan dengan pbatar;

menjadi prgawai atau bekerjn untuk Negara. lain;

belierja padi Jembogs alau onganisasl (ntermusional tanps isn alau LA
ditugnnkan aleh Pejabar Pembing Kepignwiiin:

bekera pada perusahaan asing. konsultan asing, aluw leribagu swadavp
maxyarakat asing kecuali ditugaskan aleh Pejabat Pembinn Kepegawninn;
memiliki, menjusl, membell, menggadsikan, menyewakan, atay meminjamkan
harang baik bergersk wwau tidak bergerak, dokumien afity wurmt berharga milik
Daemh secara Hdak sah;

melabuian punguin di luar ketentuan,

malaloukan kegintan vang thorligilkon Deeraly:

bertindak sewenang-wenang tehadap bawnhan;

menghalangl heralannya tiygas kedinasan;

merierima hadiah yang berhubungun dengait jabatan dan/atau pekeraan;
meminie sesuan yang berhubumgan jabatu;

melakiian tindakan atau ridak melskukon tndakan vang dapat mengakibatkan
Retuginn bugl Vg diavenk (in



membenkinn dukungan kepada calon Presiden /Wakil Presiden, calon Kepali
Daerah/Wakil Kepala Daerab, calon anggota Desan Perwakilan Rekyat, calon
angpotn Dewari Perwnkilan Dasrah, atau calon ngpota  Dewan Perwakilan
Rakyat Dnerah dengan caen

.
2

thut kampanye;

menjadi pesena kampanye dengan menggunakan atribut partsl gtau stribut
ASN;

selignl prserta kampanye dengii) mengerahkan Peguwal ASN lain,

sebagal peserta kampanye dengan menggunakan fasilivas Daerah;

membunt keputusan  dan/sau  tndakan VEOE menguntungkan  atai
morugikan wnlah satii pashngan cilon sebelum, selamn, dan senudah musan

kampanye;

mengadiskan kegialan yang mengwrab kepads keberpihakan techadap

pasangan calon yvang menjad| peserta pemilu sebelum, selnma, dan sesudah
mass Jampanye meliputi pertetuan, ajakan, himbauan, seTUnn, atau
pemberian hamng kepadi Pegawnl ASN dalam Urighungan unit keganya,

angenta keluarga, dan masyarakst: dan fatey
memberiknn surat dukungan disertal fotokopi Knrty Tanda Pendyudul arau

Sumit Keternngan Tandn Penduduk.

BABIV
HUKUMAN DISIPLIN

Baginn Keantu
Umum

Pasnl 6

Pegnwni ASN yang: tiduk menant! ketentunn sébagnimana dimaksud dalam Pusal 4
dan Pusal 5 dijatuhl Hubitiman Disiplin

Bagian Kedus
Tinghat dan Jenis Huloumbaen Disiplin

Fasal 7

Tinghat dun jenis Hubumin Disiplin terdie atus:
8. Hokuman Disiplin ringan;
Hukiman Diniplin sedang; dan

b.
=1

mntas:

Hukuman Disiplin bemt
Pasal 8
Jenis Hukuman Disighin ingan sebagaimeaon dimaksod daliom Pasal 7 WUl i tesdic
puran bman,

i



b,
€.

tegurmn tertulie; wbau
permyataan tidak puas secam tertulis.

Fasal 9

Jenis Hukuthan Disiplin sedang sebagnimana distaksud daliim Pusal 7 hutrul b terding

i

pemotungan tunjangan kinerja sebesar 25% fdua palub ima persen) selama 6
(erinm) builari;

pemotongan tunjangan janeria scbhesar 25% [dua pllub lims persen| selama 9
[sembilan) bulan; atay

pematutigan (unjangan kiners sebesar 25% (dun puluh lima persen) selama 12
(i bétan) bulan.

Pasal 10
Jenis Huleuman Disiplin berat sehagaimana dimaksud dalpm Pasal 7 huruf ¢ terdind
atas:
& penurunan jahatan setinghal febih rendah selama 12 [dun belas) bulan:
b.  pembebasan dari jabatannya menjad) jabatan pelaksana selama 17 (dun belns)
bulan; dan
e pembethentan dengan hormar tdak atns permintamn sendic whagnl Pegawal
ASN. |
Foassil 11
(1) Penjaruhan Hukuman Dimiplin bagl Pegawai ASN sebagaimana dimuaksud dalam
Pasal 7 sampal dengan Paal 10 dilkukan oleh Pejabat Yang Berwenang
Menghukum seausi dengan Peraturan Perundang-undnangan.
4 Peinbat Yang Berwenmng Menghukuim selbagaimank (lmaksud pada avar [1)
terolind mens:
A Buputi;
b, Secloetariy Doaermh;
¢. Pejabat Eselon 11;
d.  Peiabat Eselon 11
c. Peiabat Eselon 1V; dan
L Pejabat Eselon V.
BAN ¥
PEMANCGGLLAN
Pamal 13
(1) Peguwal ASN yang diduga melakulan Pelanggaran Diniplin, dipanggil secara

rertulis untuk diperikea oleh Atamin Langsung atau Tim Pemeriksa,

1;



I

14

i

(3

(h

12

1)

{2

Pemanggilan  wecara tertulis bugl Pogawal ASN  Vhng didugn  melakukun
Pelanggaran - Disiplin, dilakukan paling lambat 7 [wjuh) hari ketja s=helum
tnnggal pemerilaaan
Ginlam menerimukan mngnl pemeriloin ) Saliim s pemanggilan pertama dnn
pemunggilan kedua harus memperhatikan wakil yang diperiukan  untuk
menyampaikan dan diterimanya sumt panggilan.
Apabila pada mngeal pemeriksasn vang ditentukan dalnm surst pemanggiian
hedua PNS ving beminglulnn ddik hadld juls, maki Pejabat Yung Berwenang
Menghuktum menjatubkan Hulwman Disiplin  berdasarkan alat bukt dan
keterangan yang ads tanpa dilekulen pemeriksaan.
Formu surat panggpilan Pegowal ASN sebagaimann dimakosud pada ayal (1)
tercantum dalwn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupat mi

Pasal 13
Sural pangiilan  Pegawil ASN selagiiinana  dimaksud  dalem  Pasal 13
disampaikan kepada Pegawal ASN di temput kerjnniva.
Dalam hal Pegawal ASN tidak berada da tempal kepanya, surat panggilan
wehngritnana dirilsid poada mynt 1] disempaikan ke alamas dominill Pegmwai
ASN,
Dalam hal slamat domisili Pegrwni ASN berubah st tidak diketemukan atay
Peganai ASN tidak diketahui lagl keberadaantyn, surat panggilan Pegawasi ASN
achognitiuna Uimaksud padn aysl (3) disampoaiiun Repade ketun finghungan
uelempat atny nama lainnye sesunl dengan alomat domisili teraklir Pegawal
ASN,

Panil 14
Penyampainn aumt panggiinn Pegnwnl ABN sebaganimana dirmaksud dalars Pasa)
13 harua diserai dengan huktl tands terima,
Bukii tands terima sebagiimana dimakand pada ayat (1) paling sedikit memuat
A, tanggal dan tanda tangan penerittin sumt panggilan Pegawsi ASN.

Pasal 15
Dalini hal Poghwad ASN lldak Badid pade tengps] pemerisaan vang telal
ditentuban Atpsan Langsung atay Tim Pomeriksa  mislakukan pemanggilan

kedun.

Pemuariggilan kedun sachagaimann dimoksod pada avat (1) dilakukan dalam
waldy pahing lambat 7 (uajuh] har kecfa terhitung seink tangpsl seharusnya
dilakukan pemeriksann pada pemanggilan pertama.



(1)

(2)

)

(4

{9}

{1

12

13)

12

{3}

Pamil 16
[lalam hal pemangsilan kedua sebagaimann dimaksud dalam Pasal 15, Pegawal
ASN tidak hodir tanpa alusan yang sah pads tanggnl pemeriksann yang telan
ditentuicin. Amsan Langsurg menjatiblan Hokuaman Disiplin berdnsarkan alot
bukti dan kelerangan yang ata tanps diluliilan pemerlszsn
Pemjmtuban Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung scbdpmmana dimalesed
pivdn ayat (1) harus dibust berita geam.
Palam hal Atasan Langsung sehaghimans dimaksyd padh sval (2] bukan
merupaksn  Fejabat Yapg Berwenang Menghukim., Atssan Langsung
mengajulan usul penfatuban Hukuman Disphn gecars berenjany Ir.r.pidn
Pejalmt Yang Berwensng Menghukum sesual dengun ketentusn Peratiran
Perundung-undnngan.
Usulan penjatuban Hukuman Disiplin sehagaimana dimaksud patle ayvat (3}
harus disertal dengan berita acars pemeriksann dan laporan hast! pemeriksaasn.
D bl pemanggitnn kedh dilakukat cleh Tim Pemenkes dun Pegiival ASN
tidak hadiv mnpa alesan yang sah pada onggal pemeriksian vang telah
ditentukan, Tim Pemerikda melaporkan hal tersebut kepada pejabar yang
membentul Tim Pemierikosa

Pomal 17
Dalam hal pada pemanggilan kedua sehagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Pegawal ASN tidak dapat hadir karenia alasan yang sah, Amsan Langsung
melnkukon pemanggilon ketign.
Alssain yang sah sebagaimana dimaksud pada nyat (1], meliputi:

a.  sakit yang sedang dalam masa perawatan;

by berada di lunr kowa utitule kepentinghn dinas;
€. cuth atau

d.  musibah.

Peryampalan alnssn yang sab selagainiana dimaksud pada synt (2] oleh
Pegawni ASN Kepuda Atasan Langsung ntuu Tim Pemepbos barin diserta
dengan dokumen pendulung sespai dengan jenis alasannya.

Pasai 18
Femanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1] dilakoubons
dalam waktu paling lambat 7 (tujub) han lterfa sebelum pemerilcsaan dilakuken
Pemangpilan  ketign  sshngnimana  dimaksid pada avar (1) merupaksn
pemonggilan terakhir.
Dalam hal padn pemanggilan ketiga Pegmwni ASN tidak hadir, Atasan Langsung
menjutubhlan Hukuman Disiplin berdesarkan alst bukt dun keterungan yvang
ada tanpa dilzkykan pemoeriksasn.

11



14

(3]

)

i1l

(3

(4)

1>

("
18)

Porijatuban Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung selvgninena dinnksued
pada ayat [3) harus dibust berita acam.

Dalam hail Atesan Langsung sebapsimana dimaksud pada ayat (41 bukan
merupakan  Painbat  Yang  Barwetang  Menghukum,  Atssan Langaung
mengajukan usul penjmruhan Hukumsn Disiplicn secnrs berjenjung kepada
Pejubat Yang Berwenang Menghukum sesusi dengan ketenrian Peraturan
Ferundang-Uutdangan,

Walilan penjatuhan Hukuman Disipling sebaghimane  dinbsd Ppude ayat (%)
harus disertal dengan berita acara pemeriksasn dan laporan hasil pemeriksann
Dalam hal pemangpilan ketiga dilskukan oleh Tim Pemeriksa dan Pegawal ASN
tidak hadir tanps alasar yang aah padn tangedl pemenksean svang wlah
ditentukan, Tim Pemerikna meloporkian hal teesebit kepada pejabat vang
membentuk Tim Pemeriksa,

HAH V|
PEMERIKSAAN
Pasal 19
Sebelum melakukan pemerfkasan, Atasan Langsung wisu Tim Pemerikaa
mempelagart lobih dahull dengan  seksama lapornn atay bakan mengenal
Pelamggarun  Duiplin - yang diduga  dilakukan  aleh  Pegawai  ASN vang
hersanghutan.
Pornerikainn sebapaimninn didukaund pide svet (1) dilidukan secsrs tertlitup,
hanya diketahu| diun dihaihiri oleh Pegawai ASN vang diperiiaa dan pemeriloss,
Prgawai ASN vang diduga melukulsn Pelanggaran Disiplin vang kewesangan
perjutuhan hukuman disiplinaya menjadi kewenangan PPK atau Bupsti sebagai
atasan langsungnya, pemeriksannnya dilakukan oleh PPK stau Bupati
Untuk mempercopat pemeriksaan sebagnimana ayat (3], PPK amu Bupati dagar
memerintahkan pejabat di bawahnys untuk melakukan pemeriksaan terhadap
Pegawal ASN vang diduga melaluban Pelangiaran Disiplin, desgun Kstentian
bahwa pejabat yang  diperimhken untulk melakukan  pemeriksnan  tidak
berpangkat stay memangku jubatan yang iebih rendaly dar PNS yang diperthna,
Pegawai ASN vang diperiiss korena diduga melakukan Pelanggarmn Disiplin,
wa)ib menjawab segala pertanvasn yang dinjukan oleh Atsisin Langsungnye.
Apabila Pegawal ASN yang dipenksa tidak mau menjawab pertanyvann, maka
vang bersangkulan dianggap mengakul Pelanggaran Didplin yang ditudiohkan
Repadanvia
Hasll pemeriksaan barus ditvanghkan dofam bertuk beritn icara pemerikssan
Apabila Pegawal ASN yang diperiksa miempersulit pemeriksaan, maka hal i
Hdsk menjadi hambatan untuk menjaruhiian Hulkuman Disiptin  Herdasarkan
bukt yung adn
Qr



{9 Apabile menurat hasil pemertissan, ternyat kewenangin untuk erjatulikan
Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN tersebut merupakan kewenangan:

a. Atasan Langnung vang bersanghkutan, maka Atasan Langsung tersebut wajib
menjntubkan Hukutnan Disipling dan

by pejabat yang. lebih vinggi. maka Atnsan Langaungnys wajib melaporksn
secars himmrkl disertai berita soam  pemeriksann, Imn' Kewennngnsn
penjatuban Hukuman Diaiplin,

(1] Apaiwia terdapit Pelanggarati Disipllh vanig ancaniin hukymunnys sedang dan
berat maka PPK ataw pejabar yang ditunjuk dapst memibentilk Thin Pemerikaa
yang terdiri dari Atvsan Langsung unaiir pengawasan, dan onsur kepegawainn
Kinu pefabat lnin vang ditynjuk

{17 Apabila Ataman Langsung danl Pegawal ASN vang Befstngkutan terlibar dalam
Pelanggaran Disiplin, maks yang menjedi anggom Tim Pemeriksa sialah atsssm
vang lebih tinggl secars berjenjang.

Pasal 20

Dalam hal hasil analisis sebagaimanas dimakesud dalss Pasal 19 men gind Dasilon

ndnfiyva:

n.  Pelanggnran  Thsiplin  tinghst  Hingin, Atssan lanpsung  memeiikss s
menfatubkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan bukod yang dapat
dipertanggungjawabkan: atal

b Pelanggaran Disiplin  tingknt sedang ulde  berat, Atasan Lungsung  dupat
miemenina berdasarion alinan dan bukli yang sah dan mengosulian Kepada
Pejatat Yang Bersenang Menghukum untuk menjatulikss Hukuman Disiplin
sesiiai denigan ketentunn Peraturan Perindang-undangan.

FPuaal 21

(1) Dalam bal diperluksn, untik menjamin objelctifitan  peniatuhan Hubaman
Disiplin tinghat sedang atau berar sehagalmana dimakisud dalsm Pasal 20 huruf
b dapar dibentuk Tien Pemorilom

(2)  Pembentukan Thn Pemerikan sebagaimann dimaksud pacle avat (1) hanyve dap
dilakukan jikn hnail pemeriksaan Atasan Langsung belum cukup kuat schags
dasar untuk penjanuhan Hukumen Disiplin,

13) Usulan pembentukan Tun Pemenksa sebaghimnno dimaksnd paile aval (1)
disampaikan secara tertulis oleh Peiabat Yang Berwenang Menghukum secars
begjenjang kepida Bupat melalui Selretdrin Dacrsh dengan tembusan kepeds
Inspekiur "

%) Upulan pembentubamn Tim Pemerksa sebagaimana dimaksud pada myat ()
paling medikit memnt:

a&. dasar periimbangan pembentukan Tim Pemeriksa;

f



(1)

(2

13

b sdentitan Peguwal ABN yang didugin melskukan Peluogenmn Disipling, dun

€. NAamA anggsta tm dar unsur Atasan Langsung, pengawasan, kepegawsian
atay peinbat lain yang ditunjuk.

Pasal 22

Bupati sehagsimana  dimokeud  dalam  Pasal 21 menetapkan  keplutesan

pembentukan Tim Pemoriken,

Keputusan pembentukan Tim Pemerilon dehagaimana dimaksud pada asar (1)
ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujub) i hetja terhiitung sejuk tsngeal
surat usulen pembeniukan Tim Pemeriksa diterima.

Format keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sobagaimana dimaksud pade
AyHL (2] tereanium dakam Lanipirgg yang mesupakein baglon tdul Lo i ki
dari Perpruran Bupati ini.

Pusil 23

Pembentukan Tim Pemeriom. sebagnimans dimaksod dalon Poss] 22 dilakukan
berdansirken kriteria:

i

(1)

12

Pelangearan Disiplin terhadap ketentuan masuk kerjn dan menoati ketentunn
Jum kerjn seligisbmann diabuy dslas Ketentlibn Peyaturmn Perundan - uislangan
mengenal Disiplin Pegawal ASN, wepanjang dugnan pelungearan yang dilsloakan
dapat dikenakan Hukuman Disiplin tmg'lrm'r-. berat borups pemberbentian:
Pelanggaran  Disiphin - aebagaimana dlatur  dalarn  ketentuan  Perstimn
finrund;ng-undﬁnpn mengenal En perkowinan dan perceraian bngl Pq_lwul
ASN, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dopat dikenakan Hukusun
Disiplin tinglat berat berupa pemberheritian; dan/atay

dugnan Pelunggaran Disiplin tingkat sédung sy beral yang diakukan secara
hersama-sama atau menjsdi perhatinn publik neeu mengandung dnsur tindak
pldana

Pasal 24
Tim Pemerikss betumlah ganiil dan beruifat ad hoc, yang terdiri atam
4. Amassn Langsung,
b unsur pengawasan; dan
€. unsur kepegawaian amuy, pejabar lnin vang disunjizl.
Atasan Langsung sehagaimann dimaksud pada ayar (1) huruf o, harus tdak
torkait atau tidak terlibat dalam Pelangguian Disiplin yang didupalan kepada
Pegawai ASN yvang diperiksa.
Dalam hal Atssan Langsung schbagaimana dimaksud padi ayae (2] didupn terkai
atiay teslibat dalum Pelanggaran Dhisiplin yang same, snggota Tim Pemesikos dar

p1.



)
(5]

16}

(1)

2

(1]

12}

(3)

4

L3)

16)

Wnsur Atesan Langsung harus metdpakan alasan ying lebih tngs secam

berjenjang

Uhsur pengawasan sehagaimana dimaksud pada ayar (1) buruf b berasal dari
Inmpekror

Unsur kepegnwaian sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berasal dari
Sekretaniat Dagrah schagai pengemban fungs: dan wugas kepegnwainn,

Unnur pejabat lain yang ditunjuk sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf o
merupakan pejutal sboukiuril /fungsional tertenty yang dituijuk bordasarkian
sumt perintah dan memilila kompetensi sesusl dengan ruang lingkup dan jenis
Pelungzgaran Digipin

Paral 25
Susunan keangeotsan Tim Pemeriksa terdin atas:
A. 1 (saty) grang Ketua mermnghap anggoti
b1 {maru) arnng Seloretaria mernngleap Angeota: dan
¢, paling sedikit | (satu] orang anggota.
Pangkat danfatau jabatan PNS sang menjadi aogeota Tim  Pemeriksi
sobagaimana dimalsud padin avat (1) tidak bolel ieblh rendah din panghoat
dan/amu jabatan Pegrwal ABN vaing dipretitn.

Pr=zl 26
Pemeriksaan terhadap Pegawii ASN ving diduga melakukan Pelanggarmn
Crimiplin dilabubkan seoara tertutup dan hasiys dibadin olely Pegawal ASN yArg
borsangkutan dan Amsan Langsang atnu Tim Pemeriksa;
Pemeriksasn vang dilakukan oleh Atasnn Langsung sebagaimana dimabsud
padu ayme (1) dilnkeukan dular wakiu pillig lama 7 (tjub) hard ke terhitung
sejpk tanggnl pemenksaan ditetapion.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sehagaimana dimeksud pada
avat [1) dilnkukan dalam wakiu paling lama 7 (tujub) har Kedja terhitung seink
fanggal pemeribosasn  sebagiomans  ditentukan  dalem sUral perintah
pemeriksaan.
Dalam hal diperiukan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dan ayat (3] dapat diperpanjang dntuk waktu paling lamm 14 [empai
helos) han kerja terhitung sejnk wngenl pemeriisann boralhir.
Permehonan perpanjangan waktu sebagnimana dimaksl pada avar (4] dinjukan
dalam waltu paling singicit 3 (tiga) harl sebelum jangka wakoy pemerikssan
Derabkdir,
Permohonan perpassiungan waktu pemerikssnr schagaimana dimaksud pads
ayar [5) diajukan secars tertiifin'oleh:
& Alasan Langsung kepada atnsan yang lebib tinggl secara bedenjang; atau

l'.



h. Tim Pemerilian lepadn Bupali.

(7} Pengajuan Permohonan perpaniangan wakiu pemeriksaan sebagaimana
dimakaud pada syat (6) digjuban stesrs tertulis disertal dengsn  alasan
perparjangnn wikitu perieeiksnan,

Pasa! 27
Dalum  hal diperfukan untuk kepentingan pemeriksann, Atasan Langsung. Tim
Pemeriitsa atmau Pejabal Yang Berwenang Menghukum dapat meminta keternngan
tambahan dars saksl ahli dan/atau pihal berdoit.

Pnzal 28
Dol hal dipediuhen wintuke keflentingian pomeriknanl Pejais ASN pebagadinuin
dimaksud dolam Pasal 26, Pegawai ASN dapat dibeboesknt sementara dar tuges

BAB VI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN
LAPORAN HASIL PEMERIESAAN

Pasal 24
Avawari Langsung atnu Tim Peoeeriosn selahu pomeciinn haras meaivdalUonut hasi
pemiriksaan dengan membuat,
& berta acara pemeriksaan,; dan/atau
b laporan hasil pemerikasan

Pasal 30

(1) Pembuatan berite acara pemeriksaan sebagaimana dimeksud dalam Pasal 29
huruf o dilakulan pada sant pemeriksasn.

(21 Hemita acarn pemeriksann  sebagnimann. dimaksud pads avat (1), hards
ditandawngani oleh Pegawnl ASN yang diperiksa dan Amasan Langsung atsu Tim
Pemeriksa,

(3] Pegawal ASN. sebagaimann dimnkwud poda svit (2] sebelum mengvdstangani
beritn wearn pemertksaan diber kesempatan unitk mengorelod kesesunian dan
kebensran berita neara pemeriksansn.

(4} Dalum hal berita peam, permerikeann s=hapaimana dimaksud pada avar 2 tidak
mendapar korekei, Pegawal ASN yvung bersanghutan harus membecikan parad
pada setinp halaman berita acara pemoy ikeaan

{5) Dalam hal Pegawal ASN sehagaimana dimaksud pada avat §3) tidak bersedis
miemben paral dan menandstangani DErta uean pemeriksann, Alusan Langsung
atau Tim Pemeriksa haros mencatatinn pecibul terwebut pada bagian akhir dart
hevita neara pemeriksaan dengan diketahiul atnsan dari Atasan Langsung.

'T
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13)
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(2

Format Beritn acarm  pemorikeaan  sebagaimans  dinmaksod pada aval [5)
lercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pusal 31
Pembuatan laporan hasi! pemeriksasn sebagnimana dimalsud dalam Pasal 30
huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) han kera terhiiung aeak
tangunl pemeriknaan herakhic
Laporan, hasil pemeriksaan sebagnimonn dimaksud pada ayat 1] harus
dilengkapi dengan berits acars pemeriksagn, alat bukyi, dan data pendukuns.
Datn penduklng sebagaimunn dimaksud pada ayal (2), paling sedikit terdiri
aram;
i. fomiopi Keputusan kenaikan pangkat terakhir:
b, Gotokopi Keputusan kenaitkan sl berkala teralchin dan
¢, fotokopd Keputusan julitan terpkhlr,
Laporan hasil pemenisaan Pegawai ASN vang diduga melakakan tindak pldana
dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan dam  pendukung
sehiapaimani dimaksud pada avat [3), melampirkan:
i, folokopd wurat peratih penidnin ] ding
b. fotokopl Keputusan pemberhentian semontam,
Laporan hasll pemerksasn Pegawai ASN sebagaimana dimakeud pada avet (4)
vang tethuktl melnkukan tindak pldann berdasarkan  Prtussn  Pengidilan
horkekuatan hukum tewap, selamn melampirkan data pendukung ssbagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3). harus jugn melampirkan;
a. fotokopi Keputusan pemberhentian samentara,
b, forokopi Putussn Perggndilan, dan/atin
¢. fotokopl aurat pelakwanann Putusan Pengadilan,
Format lporan hasil pemeriksaan sebagaimuns dimaksud pada avat (5)
tercantum dalam Lumpiran yang merupakan bagian tidak terpisahlkan darl
Peraturan Bupati tro.

BAB vill

PENETAPAN KEPUTUSAN

Posal 32
Penctapan penjatuhan Hukuman Displin Pegavai ASN dilakukan oleh Peinbat
Yang Berwwnang Menghukim berdasurkan berita acara pemerikeaan dan/stau
laporan hasil pemerksaan
Format keputusan penjatuhian Hukuman Disipiin Pegawai ASN sebagaimann
dimaksud pada ayat (1) tereantum dalam Lampiran vang merupakan bagien

ndnk wrpisehioan dar Peraturan. Bupati ini.

[I.



(1)

I

(3]

(1

12

13)

i

(3

Pasal 13

Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabar Yang Berwenang Menghukum,
Atasan Langaung hirus menetapian Keputusan perffatithan Hukuman Disiplin,
Penetnpan Keputusan penimiuban Hukuion Disiplin sebagidmuns - oimibosed
pade avat (1] dilakokan dalom wakiu peling lama 14 jempat belan) hari lern
Sulinan Keputusan penjatulian Hukuman Disiplin sobugaimana dimbsud pada
ayal (21 borus disampaikan kepado Seloetaris Dagtuh dien  téefnbasannye
disampaikan kepeds Pejabat yang membidang kepegawaian

Pasil 38
Dplam hal atasan dan Amsan Langsung sceam berjenjang sebagai Pejabat Yang
Berwensng Menghukum maka Atasan Langsung otau Tim Pemerikea harus
melaporkan hasil pemerikaann secara begerfang kepads  Pejabst Yang
Borwimnang Menghukum didam wikitu paling lema 19 [emipat belos) har Heta
terhitung sejak tungeal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani
Fejsbne Yang Berwenang Menghukum sebagsimana dimaksud pads avat (1)
harus menetaphnn Keputusan penjariihatt’ Hukuman Disiphin dan salinannya
disampaikan Kepada Sekretnrin Dasrah seria iembusunnyva disampalian kepada
Pejabat yang membidungl kepegawaian dalam waktu paling lama 14 (empat
belns) hari ketjn terkitung sefak tanggal laporan basil pemeriksaan diterima.
Formar luporan Kewenirigan pejatulint Hukumay Disiplin - sébagiimana
dimaksod padla ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merypakan bagan
tidak terpisahkan dan Peruturan Bupati inl.

Pasal 35
Dalam hal Pejabat Yang Herwenang Menghukum merupaken Bupatl, make
Atasan Languung atau Tim Pemenkss harus melaporkan hasil pemenksaan
siscara hienitld kepadn Bupnti melalirl Seloetaris Dasrah dengan  tembusan’
kepada Pejabat yang membydang kepegowaian dolam wakm paling lama 7
(tguh) hart  keddn  terhitung  sejak  tanggal lapoman hasil  pemeriksaan
ditandatangani.
Pejalt  yang membddang kepegawaian  menyampaikan laporan  heasi
pemerikssan schugnimana dimaksud pada myat (1) kepada Bupati dengan
melampitkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjaruhan Hukuman
igiplin dalam wakrl paling lima 21 [dua puluoh sac) harv kege (echitiing sejak
laporan hasil pemeriksaan diterima
Bupati menerbitkan Keputusan pesjntubinn Hukuman Disiplin dalum wakiy
paling lama’ 21 [dua puluh dacu) barl kerfa terhitung sefnk ditermuariva laporan
hasil pemeriksaan schagaimana dimaksud pada ayaz (2}

r‘.
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Pasal 36
Atasan Langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada Pegawai
ASN vang dijatubi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (rmpat belas)
et st tetrhitoeng sefile tutipnl kepubtmn ditetapkan
Penyampaian’ kepurusan Hukuman Digiplin olsh Atasan Langsung kepadn
Pegawai ASN sebagumana dimaksod pads wyat (1) dilakoksn secafa t=riutup
disertai dengan berita acom penyerahan Keputusan Hidkwmnan Disiptin.
Petiyumpaiin Keputasan Hukuian Disiplin sebagilmana ditmalosnd pads syal
(4} harus disertal dengan benila scam | penvershin Keputusan Penjatuhan
Hukuman Disiplin
Berita nesra penseraban Koputusan Huluman Drimiplin sebagmimann dimalesucd
pada avar (3) paling sedikit memust nama, mnggal dan anda tangan penerima
Kepurusan Perjaruban Hukumar Distplin.
Dalam hal Pegnwni ASN atap orang lain yang menenma Keputusan Hukuman
Dislplin sebuguimens dimaksud pods ayht (4) dduk hersedia menandatungani
tanda terima penvershan Keputusan Pefijatihan Huluman Disiplin, terhadap
bl ters=but harus dibuatkan berta scara penyampaian. |

BAB X
UEAYA ADMINISTRATIF

‘Bagiun Kesatu
Jenin Upsyn Administratif
Pasnl 37
Pegawm ASN vang tdak puss terhadap Hukuman Disiplin yang diistuhlkean
kepadanya dapat mengajukan Upaya Administratif
Upsya Administratil seshagsiimana dimalesud pads avat (1) terdin atas;
0. Keberatirs; dan
b Banding Admmstrant
‘Bagian Kedua
Eeboratonn
Pasal 38
Pegnwai ASN vang dijstuhl Hudedman Dislplin tinghkat ssdiang betups penundaan
Kkenailear gaji borkaln selamn 1 (saru] rahusy den penundian kenalkan pangkat
stlama | (saru) tahun dapar mengainkan Upayn Administranf berupa Keberatan
ntas penjatuhan Hukuman Disiplin schagaimana dimaksud dalam Pasal 37 aym
() bl o kapada Atasin Pojsbit Yang PBorwenani Menghbum.

Pengajunn  Kebemmtan otas  penjatuhan  Hukuman Diniplin  sebagaimana
dimiksud pada ayat |1} dilakulian secans tertulin dalam bentuk surat Kebemtan

atas penjatuhan Huknman Disiplin



&

(4

terluiung sejuk tangssl diterime surst Kebersbis Mok Kepotusin Pemyatuban
Hukumian Disiplin batal demi hukum.
Bagan Ketiga
Banding Adaiinistrati!

Passl 40
Pegawai ASN  yang dijatuhi  Hokuman Dispin tmgkat  berat  berupa
pemberhentan  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendin | amu

pemberhentian tdak dengun hormat sebagai Pegawai ASN dapat mengajulan

Upnve Administratif bertipa Banding Administratil atas peniatuhan Hukumin
Pikiplin sebagnimana dimaksud dulum Pasal 37 ayar (3] huruf b kepada BAPEK
dengan tembusan kepada Hupati,

Pengajuan  Randing Adminiwtentif atas  perdatuhian  Hulkuman Disiplin
géhagnimana dirnaksud pada wyat (1) dilakukan secara tertulin dalam bentuk
aurat Banding Administratil atas perjatihan Hukuman Disiplin.

Surat Banding Administratif ams penfatthan Hukumnn Disiplin sebagasimana
difnakaud pads avat {2) digjukan dalam waktu paling lama 14 fempat belasi har
kierja rechitung segak tangeal Kepuisan Hukuman Disiplin diterima.

Bupati sebaguimuna dimakuud poda uyat (3] wajib memberikan tnggapan
dan/atau buktl Pelanggurn Disiplin dalam jangha waltu paling lama 21 {dua
pulub satu) hart kena terhitung seisk tangeal tembusen Banding Administracil
ditenima

HAR X
PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKLUMAN DISTPLIN

P 41

Keputusan Hokumin Disiplin vang tidak dapint dinjuboun Upsyva Administratil berupa
Kebermtan mulm beriaku sefak tanggal Kepuiusan Pemyatnhan Hukuman Dwmbn
ditetapkan,

Pasa| 432

Heputusan Penjatuhon Hukumen Disiping yang: dapst disjoken Upsys Adminisirarif,
pemberiakuannya ditentukan selingni berikut

apabila vdak terdapat Upaya Administratil Reputusan Hukuman Disiplin mulal

beriaiy pada hari ke 15 (lima belns) terintung ssjnk  mnggel Keputusan

Penjatuban Hukuman Disiplln diserimg dan

Jika rerdapat Uipava Admiiistratif berupa:

1.  Keberatan maka Keputusan Penpaiutien Hukwmen Disspling mouka berlakou
terhitung sejak tanggn] Keputossn swins Keberaman ditetapkan; atau

.



2. Bunding Administratil maka Kepuiusan Penjpiuhen Hukuman [Hsiplin
mulai berlaku terbitung sejak tanggal Keputusan Banding Administratf
ditetnpioan;

Pasal 43
Pendoliumentasian Keputusan Huluman Disiplin dilikukan aleh Pejubar vang
membidangt kepegawaian.

BAB X!

PEMBATASAN HAK KEPEOAWAIAN

Pasal 44

{1l Pegawai ASN sang dalam prosss penjmtuban  Hukuman Disiplin dikenal
pembitasan hak kepegawainn beriupa:

a. tdak depelt diperimbangken kensiken pangkatnya;

b udak dapat diusubkan atau ditfumertakan mutasi; dan

e, tidak dapat diusutken atau difkuisertihan promosd jabaten,

(2} Ketemtuan schagaimana dimaksud pads svat (1] berlaku sampon  dedgin
kepurunan Peyabat Yang Berwenang Menghukum ditetaplan,

Panal 45

Pegawai ASN vang dijutubi Hukiman Distplin tingloat sedang tidak dapat diusobsn

oy diikursermkan dalam pendidikan dan pelatiban, mutesi, serta promos: jabatan

dengan ketrmtuan jika Hukuman Disiplin berpa

m. penundasn kenpikan gajl berkala seluma 1 (satu) twhun pembatasan hak
Kepegnwalanoyn beclaku pelamm 6 (eham) bulan  terhitung sejak  tanegal
Keputusan Penjatubhan Hukuman Disiplin mulal berlaku,

b penundaan Kenaikan  pangkat selamd 1 (satu] tahun pembatassn hak
kepegnwulannyn berdaku selnma 9 [sembilan] bulan terhitung sejuk gl
Keputusan Pergatuhen Hokumen Disoplin mula berlaku; stau

€ penurunan pangkat estingknt lebib rendah selama 1 (eatu) tabun, pembainsan
hak kepegawalannya berlaku setnma metnlant Hukuaman Disiplin.

Pasal 46
{1} Pegawal ASN yang dijorvhi Huluman Disiplin dngkat berat dikenai pembatasan
hok kepegawainn berups tidek dapet diusulken aiil dilkutsertnlian dalam
pendidikan dan pelatihan, mutasi, seria promost jabatan.
(4] Pembatasan hak kepegawninn  sebagaimans dimaksud  pada avar (1)
dilakssnukan dengan ketentuan jike Hukuman Disiplin berupa:

0, penurunan  pangkar  setingkat (ebih  rendab  selama 3 (tiga) whun,
pembatasan hak kepegavaiannya berlaku selama memgalani Hukuman
hmipling

1{



I, pemindalian daliom cenghis penurunen  jabatan  setingiat lebih rendah
pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selamn 12 {dua belas) bulan
terhitung sejnk tanggal Keputusan Penjatohan Hukuman [Disiplin mulnl
berinku;

e pembebasan dari jabatan pembamsan hak kepeguwmanmys beylako selamn
15 [Fma belasi bulan werhitung seiak anzggal Keputusin Penjatuban
Hukuman Distplin mulal berlaku, atald

d, pemberlielian Udak Wlhn permintain seéndid sebagihi PNS Negen Sipil
pembutasan bmk kepepawalannya berizku sejak  Proses Penjatuban
Hukuman Disiplin sampai dengan tanggal Keputussn  Pemjetohan
Hukarman Dintplin mulid berbalon

Prsal 47
Dalam hal seorang Pegawai ASN vang diustiikan untuk dijatubl Hukuman Disiplin
Beiupa permindatinn dalam ranghn penuiriian jdlean setinghat ebih rondab, Alssin
Langasung terlebih dahulu harus memperhatikan formas) jabatan dan kompetenm
dan Selretans Cmemh,

Pasil| 48
111 Dalam hal pemerksaan terhadap Pegawem ASN ternvatn tdak ditemuban alasan
dan bukti yang cukup sertp tidak dapat dipertanggunginwabkan:
n. Atasan Langsung harus menpgeluarkan sumt ketersngan yang mensatakan
Pegnwil ASN vang bersanghkutan tidak bersalah; stau
b. Tim Pemeriksa hariis memberikan mhomendasi kepoda Bupad untuk
membuat  surat keterangan yang menyambkan Pegawai ASN  yang
beraanighiitnn thlak bersatal.
(2 Surat keterangan sebagrimana denaksud pada avar (1) bural a disampaikan
kepads Pejabat Yang Berwenang Menghukum jikm Atesan Langsung bukan
merupakan Pejpbat Yang Berwenang Menghukum

Funaul 45
Calon PNS vang dalam proses penjatuban Hulumsan Disiplin timeleat seduang atay
berat, calon PNS vitg borsanghutan tidnle dapat disnglest sehagai Pegawal ASN.

Pasal 50
(1} Pegawal ASN yang ssdanes mengajukan Upsya Administratil tidak diberikan
kenalkan pangiat danfatau kemmaikan gojl berkala serta tidak disetujui untlik

pindah  matansl sampal  dengan. ditetnpkan Keputusan  yang  mempunyal
kekuntan hokum tewap.
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Poghwal ASN yailg sedang mengajukan Upavs Administrai]  sebagaimana
dimaksud pada syst (1] berupa Banding Adminjstratif, vang bersangkutan tetap
mendapatksn gajl sepaniang melnksanakan tugas.

Untuk dupst melaksanakan tugns sebpgnimann dimaksud pads ayat [2) Peguwal
ASN harus memperoleb ixin dari Bupat atiu pejabat yang ditunjuk.

Untuk memperoleh izinsehaguimana dimalcsud pada ayat (3], Pegawai AN vang
hermangkutan harus mengajulan permohonan kepady Bupati mtau pefabar yang
ditunjuk melalll Atusan Langsung secarn begjenjing

Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayar (4] ercantum dalam
lampiran yang merupakan bagan tdak werpisahkan dari Peratuman Bupati mi.

Pasid 51
Pegawai ASN yang diinhan oleh pihak yang berwaph dan telsh dilelysrkan surat
penahdnannya untuk kepentingsn peradilen, Pegawal ASN vang bersangkutan
diberhentilon sementnrs
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud poda ayan (1) beriaku sejalk
dilkenakan penahanen sampal dengan:
a, dibebaskannya tersangka dengan surat perintnh penghentian penyidikan
alad penuntitan oleh pilink vang berwa]ib; atau
b ditetapkannya Putusan  Pengadilan yajong telah mempuonyval  kekuatan
hukum tep.
Pagaveni ASN ypng diberhentikan semenitaom sehagnirmnonn diralond poada ayat
(1] vidak diberikan penghasiinn.

Pasal 52
Pegnwai ASN yang diberhentikan sementara sehagaimana dimakaud dialam Pasal
51 diberikan tang pemberhentian sementiora sebesar 509 (lima puluh persen)
dari penghasilan jabatan terpkhir sebagni Pegawnl ASN sebelum diberhentikan
sementam sesusi kelentuan Permiuran Perundang-undangan.
Unry pemberHentinn semieontnms sebagalmiiin dimakaid pads avat (1) diberilkan
pada bulan berkutma sejak ditetaplannyn pemberhentian sementan.

Pasal 53
Peguwal ASN yvang telalt mendapat Putusan Pengadilan vang telnh mesmiliki
kekuntan hukum tetap karenn melnkuknn tindak pidana dengan  berencana,
vang bermangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan
SElnl Putukan Pengsdilan vang telah svemiilig kelanta Nukom tetap.
Ketemtuan pemberhentian sebogammana dimakesud poda ayvae (1] dilaksanakan
sesusl denpan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

q.



Pasil 54

11) Atasan Lavgsung menvampaikan gsualan  pemberhentian sementars
sebagnimana dimakeud dalam Pasal 52 secars berjenjang kepada Pejabat
Pembina Kepegmwaban dalam waktu paling lema 3 (cign) han kegn teriiiong
anjult turpgal Gsulsn ditindesingani dengan tembiisan disempaiken kepada
Pejabar vang membidang kepegawaiarn.

{21 Pejabat Pembina Kepegawninn scbagnimann dimaksud pada ayat (1] harus
menetaphan Neputissn pamberhentian somentars dilam wakilu paling linia 14
{empat biflas) hari kerja terhitung sejakc suret usatan diterimo

(3] Pembat Pembina Kepegawaisn menyampaikan keputusan pemberhentian
nertietitaen kepadn Pegawal ASN yang bersanghutan denpan tembusan kepade
Inspektur, kepals Perangkat Daersh yung bersangkutan dan Pejabar yang
memindang! kepegawaian:

Pasal 55
Dilam hol Pegawni ASN vang dikenai pemberbentian sementara ternyats tidak
terbktl bersalah berdasarkan hasil pemenksann pihak vang berwnjib arau Purnisan
Pengndilan, vang bersangkutan diaktifican kemball ssbagni Pegawal ASN,

Pasal 56
Dalam  ha! Pegawml ASN yvang dikenal pemberhentian sementara  telah  selesa)
menijalant pidana dan berdasarkan Keputusan Pelabat Yang Berwenang Menghukum
tiduk diberhentikiin sebagnd Pegawal ASN, keputusan pemiberhentian sementurn
harus dicabur

Pasal 57
Dalam hal Pegawal ASN tilak terbuksl melakukan tindak pidana maks hak

kepegawaian yang bersangkutan  dikembalikor seperti wemula  wesual dengan
keterituan Peraturan Perundang undangan

BARB XIf
RETENTUAN PERALIHAN
Fissal 58
Pelangginran Disiplitd Pegnwni ASN vang telnli diproses, dikeluarkat berita acaru
pemeriksnan dan /oo Inpomn homl pemeriksaan weap helum diputus oleh Pojabar
Yang Berwenang Menghukum sehelum berlakonss Pestursn Bupstl  nd,
penvelessiannva dilakuban sesual ketentuan Peraturan Pertindang-undangan.



LAMPIRAN
PERATLIRAN BUPAT] BULELENG

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIK PEGAWAI

APARATUR SIPIL KEQARA DI LINGKUNGAR
PEMERINTAH DAERAH

PORMAT SURAT PANGGILAN
RAHASIA

SURAT PANGGILAN 17117111 %)
KOMOR:

1. Bersama ini ditninta dengan hormat kehadiman Savdam:
Naman -
ML .
Panglat :
Jabatan ;
Unit Kena

Untuk menghadap |

MNama
NI

Fangloat
Jabatan

Pl -
Han
Tanggal
Waktu
Termpat

Untuk diperiksa/diminta kererangan”) sehubungan dergan dugaan Pelunggsran
Disiphin®)

2 Depikobin untuh dialisannbsn

Atpsan Langsung/ Tim Permenkas®)

Tembusan Yeh
i

- I
*) Corpt yany tidak perlu, . . .

*] Tulislah Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS



FORMAT KEFUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

. RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR,

1. Berdasarkan dugain Pelanggnran [}i-ip'lm vany diluledkan oleh Sdr. . NIP. .
jabatan . maka-perlu dilakukan
2, Mengingat ancaman hukumannys berups Hulkuman Disiplin sedang atau bemat,
miaka periz membentuk Tim Pemerikan yung terdin daon
i, Almsan Lunnlurl:
Nama

NIP
Panghkat
~ oJInhatur
b,  Unsur Pengawssan
Nama -
NP
Pangknr
Jubmian 1
¢, Unsur Kepegawalan .
Nisma :
KIP
Panghnt:
Jabaran -
i,  Pejabat lain mdimnjuk
Nounp

NIP
Pangha

Jabatan
3. Demikian untuk ditaksnakun sehagatmana mestinya,

Ditetapkon di Singnraja,
Pads= tanggal ...

BUPATI BULELENG,

Tembusan Yih:
1, :
2,



FORMAT BERITA ACARA FEMERIKSAAN

~ RAHASIA
BERITA ACARA FEMERIKSAAN
Nomor.

Padn herd ini . tangigsl . wilan . bdhion o seen/Tim Pemenken vang tendin
dari®):
1. Nama

NIP

Pinghat

Jubian

2. Nama
NIP

Panglat
Jabatan
3. Dst

Berdasarkan wewenang sang ada pada sava/Surkt Perintah Bupati Buleletig Kamnr
S 11T "} telah melakuban peimeriksann terlindeg |

Namn

NIP. :
F'nngknﬂﬁnl
™ !
Jabatan

T™T

Unit Kerja:

Harena vang bersanghutan didugn telah melakikan pelanggoran terhadap ketentsinn
Paan] . Angka . hutuf . Paraturan Pemoerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

I:hnip]ln Pegawni Nunrri Etpﬂ

I, Pertenysan
Jiswnban

2.  Portanysan
Jawaban

3 Pertanyaan
Jawaban

4. st

Setrlnh kepada yong dipenksn membacs kemball  Keterangam-ketemangen yang
diberikan maka vang dipenksa mennndatangan! benta acarn pemenksaan ini

Yang Diperiksi

)|} AR S



Demikinn berita acnra pemenksaan ind dibuat dengan sebenarnya, mengmgat
Sumpah Jabatan, ditutup dan ditandatangani di ... pads han dan tenggal tersebut di
aton untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

T PEMERIKSA
L KETUA TIM,

B ANGGOTA TIM

til. Drat

*) Coret yany tidak poriu



FORMAT LAPFORAN HASIL PEMERIKSAAN
KOP PERANGKAT DAERAH

N i SEARAEIIN, . <ooereronrrrer oo
Lampivitr - 1 [sstu) berkas
Peribinl ¢ Laporit Hasil Pernerikeann
Terkalr AdBOVE 1.0 e
'y * 1 PPPRRRRP . N
i =
Singarujs

Berdasrarkan weswnang yang ada pads sava/Surmt Tugas Bupati Bulelong Nomor: ...
Tnuam.l ..... by | .q.fhuﬂﬂmﬁmﬂihum: tirdiei atas *j:
Selaku ..

--------

Telah smelakuksn pemnriksaan dan pengeockan schubungan dengan adsnya
(kanun vang terjadi/dignan pelatiggurnn yang dilalkukan®)] ... pada tanggal ... s.d. ...,
yang hasilnyva dengan hormat kami sampaikan aebagni bertkuc

k ’I‘EEHE\EAMH&H

|H¢ri:l dupm pulmwmn ﬂmg :Hhkulm.r: P!:nwi ﬁEH nuu kuuu
;'nn: lm;n:ﬂ di anfunn kerja) ..

II DATA HASIL PEMERIKSAAN

IBuriui rin..,lum H-nriu mt'l nnmﬂ'ihun dﬂ.n"ltuu lulmnpn pﬂ-mlt—
pACTRiR e Y s L N vk i s L L e S L S T

B e R T T N e PR R RN R PR R R R FT N R R o R R R NN S W Sy =ty ey

............... .. (Berisi dokumen alst bukti lain dan data pendukung pemerikssan
terkait permasalaban Pegawal ASN }rnhg alaan  dijatuhl Hukuinan Disiplin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.ANALISA
Berdasarkan data hasil pemenksssn dan data Inin s=bagal pendukung
pemeriksaan, dapat sava /kami*) nmpnjh.n analiss sehagal berikut)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V KESINPULAN .
Berdasarican analisa tersebut dapat dinmbil kesimpulan sehagai beriku):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



VLPENDAPAT
Berdesarkan kesimpulan tersebur sava/kami *| berpendapat bahwa;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil SARAN
Atas berkenasn Pejabat Yeng Berwenang Menghokum)Bupat®) seva/kam*)
menyamnkan agar

.............. {Euriduuu]hml]ut k.m pn!}

Demikian laporan kami sampaikan, untuk betkenaannya,

TiM PEMERIKSA
1. KETUA TIM,

7} Coret/hapus vang tidak periu



Mengingan

FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

| RAHASIA
KEFUTUSAN . oovinene. e M
NOMOR ..vovrearrron,

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN BISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIFIL
ATAS NAMA . .o yponss B /1 )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA £558

L]
PERER AR S Ay s ey

bahwa | pﬂfhulmh sebagaimana dimaksod pacda huruf a,
merupakan pelanggaran tevhadap ketentuan Pasal ... huraf
PFeraturan Pemenintah Nomor 53 Tehun 2010 tentang

Disiplin Pegawai uegm Sipil:
R S

. bhahwn bcrdnnrt;n ketentunn 'Pasal 20 ayat (] buraf |

Peraturan Permesintnh Noamor 53 Taliun 2010 tentang Duﬂplm
Pegawnl Negeri Sipil, berwenang menetaphkan  penjuban
hukiiman disipin  Pegawai  Megeéri  Sipil  sebagmimann
dimaksud pada hurula;

bahwa berdasarknn pertimbangan sebagnimana  dimaksad
padan huruf a dan hurufl e periu menemphkan keputusan
tentang piraistuban Hukiman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

. Undang-Undang Nomor & Tahun 2007 tentieng Pembentukan

Kabupatenn Kayong Utamm  (Lembaran  Negars  Republik
Indonesin Tahun 2007 Nomer 8, Tambwihan Lembaran Negara
Nomor 4682);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Aparatur Sipil
Megam |lembaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2014
MNomar 6, Tambaban Lémbaran Negara Republik Indoncuia
Nomar 545}

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 uniang

Pemerintahan Daerak [Lembaran Negara Republik Indooesis
Tahun 2014 Nomor 244, Tamibahan Lembaran Negam
Republilk Indonesia Nomor 5587) sebagaimanna telah diubah
beberapn  kali terakhir dengan  Undang-Undung Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedun Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerinishan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahiun 2015 Namor 58,
Tambahan Lembarmn Negara Republik ndonesin Nomor

o679,

. Pernturan Pemerintah Nomor 53 Tehun 2010 tentang Disiplin

Pegawal Negeri Sipll [Letnbaran Negnra Republilk Indonesin
Tuhun 2010 Nomor 74, Tambsahan Lembaran Negarp

o



Mean perhultilnn

RESA'U

KEDUA

= . s

2.
5.

Republii Indonesin Nomor 5135);

Pernturan Pemerintnh Nomor 11 Tehun 2017 tentang
wen Aparatur’ Sipil Negars [Lembaran
Republik Indonesin Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Repuliik Indonesitn Nomor 6037

Peraturan Kepala Badan Kepegnwmian Negarn Nomor 21
Tahun 2000 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peratumn
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawal

Megeri Sipil;

Perntaran [Daermah Ko boporen Buleleng Nomor 13 Tahun 2016
tentang  Pembentulian dan  Susiunan Pemmnghat Dacrsh
(Lembaran Dasrah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomaor
13, Tambahin Lembaran Taemh Kabupaten Buleleng Nomor
7

Peraturan Bupatl Buleleng Nomor 75 Tahun 2006 tentang
Kedudukun, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerjn Dinas Daersh; sehogaimiang telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 7 Tehun 2018 tentang Perubaban
atas  Perniuran  Bupati Nemor 75 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organsam, Tuges dan Funges sorta
Tatn Kerja Dinas Daerah;

Peratuian Bupati Buleleng Nomor ... Tahun ... teritang Tata
Cara Penegakan Disiplin Pegawail Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleieng.

&
s kb by

-,
ks ko b B E RS |

Dst.

MEMUTUSRAN

Mergatuhkan Hukuman Disiplin berupa .......... kepadi

Numn

NIF

Pangkat
Jabatan

Unit Kerja

Karena yang bersangkutan telah melakukan perhuntan yang

I-::-trnrun Masal ... humaf .. Peraturan Pemesiotah

Nomar 53 Tahun 2010 trnmng Disiplin l'*égnwni Neyer! Sipil;

Keputusan inl mulal berlalku padn tanggs] ditetaphan;



KETIOA : Keputusan tnl disgrmnpailion kepada yong bermmghuian anouk
dilaksaralan sebagaimana mestinyn.

Dietapkan di ..,
pacle tenggal -

Diterima tanggal i -
NAMA,

NP ...,

Tembusan disampailan kepada Yih:
B ST T
S

Y diisl mesuai dengian nama jabatan,



FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DHSIPLIN

Nomur ; Tempnt, ... tanggal ...
Sifat - Rahusin
Lampiran - °
Hal
Kepadn
YL ccicnidsiiiibmremini |

chi-

Tempat

Bersama i dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada
harl ... teoggal .. bulas .. tebun . ssye/Tim Pemoriken®) telah melakakan
pemerikssan mﬂudnp-:

Nama

NIF

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja, =
Berdnanrkan hasil pemeriksann, ternvata kewenangnn untuk menjatuhkan Hukumian
Dhsiplin_ kepadn Pegawai ASN tersebut dintan merupnkan kewenangan ... .*.

Sehubungan dengan hal tersebiit, dissmpaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau
Laporan Hasil Pemeriksaan®®) terhadap Pegawni ASN yung bersanghutan untuk
digunnkan sehagal bahan untuk menjatubiknn Hukuman Disipiin kepnda Pegawal
ASN vang bersanghkutan.

Demildan kami sampaikan dan stas perhatian ...*), kami mengucapkan terma

Yang melaporkan (Atasan
Langsung/Tun Pemenksa*™),

BAMA
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

*) imilah sesnm derpan Pejabat Yang Berwenang Menghulodim:
** coret yang tidak periu



FORMAT PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN
MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES BANDING ADMINISTRATIF

Hal : Tetnpnt, ... tanggal .
Lampiran

Kepuda
Yth. Bupati Buleleng
Melalui Sekretaris Ducrah /0
di -
Bingnraja

1. Bahwa sms Keputasan .. Nomor .., tanggal .. tentang penjsiuhan Hukuman
Digiplin  berupa  pemberhentinn  dengun  hormat  tidak  atas  permintaan
sendicl/ pemberhentdan tidak dengan hormit sebupai Pepnwial Negeri Bipll*], sava
telih mengajoicin banding adoimstratif§ kepada Tim Pertimbangan Kepegawssn,

tanggal ... [salinan teriompir}.

2. Batiwa sambil menunggy keputusen Badun Pertibaiigon Kepegawiiin, dengan
il sayn mengajulan  permiohonan D untek o depet masuk kerja dan

melaksanakan tugas di ingkungan ... *"

3 Demikinn permohonan ini sava sampuikan, dan alas perkenannys diucapkan

terimu lensihy,

Pemnhon,

NIP.

Ttmhum disampaikan kepada Yih;

Kepula Perunghot Dacteh yang bersangkutan .,
:-‘ Kepala Bagian yang rnnm]ﬂdimgn Heptgnwnlm-
3. Pejabat lain yang clianggap periu.

") covet yang tidek perhu.
**| 31 dengan nama aatuan ksria.




Pasal 59
Pelangpsran Disiplin Peguwal ASK yang elah diproses tetnpi belum dikeluarkan
petits webra perfterikaiin dan/araw inporan hasti pemerilasn sebelum berlikunya
Peratirun  Bupath ni, penyelesitannya  dilakukan  sesuul dengan, Peraruran

Perundnng undangan ink

~ Bap Kl
hETERTUAN PENUTUP
Pusal 60
Peraturan Bupati inl mulal berlaitu prda tangegal- dicndangian.
Agilr sclip orzyg mengedl sy, memerintalikun pengundangsn Peraturan Bupati
ini dempan pencmpatannys calatn Serita Doernh Kebupaten Buleleny

"Diletapkan ¢ Slugosa)e
padn tangenl 10 Desember 2021

Diundangkan di Sihgarsju
pacda tanggal 10 Desember 2021

LY —_= J '_ -'.
BERITA DAERAH KABUPATION BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 47

¥ +*



